SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Menimbang :

Mengingat

—_

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (8)

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8
Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 359
Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

. bahwa agar pelaksanaan kerja sama pemungutan retribusi oleh

pihak ketiga lebih fleksibel dalam rangka optimalisasi
Pendapatan Asli Daerah, perlu mengatur kembali jenis retribusi
yang dapat dikerjasamakan pemungutannya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 59
Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin Dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Samarinda Nomor 25) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun
2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 27);

7. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota
Samarinda Tahun 2024 Nomor 528);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 59 TAHUN 2024 TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 18 Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Tata
Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024
Nomor 528) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)

(3)

(4)

()

Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama pemungutan Retribusi
dengan pihak ketiga.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan
tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.

Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi
dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
secara berkala kepada Wali Kota melalui jenjang hierarki yang berlaku.

Kerjasama pemungutan Retribusi dengan pihak ketiga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.



Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

pada tanggal 23 Juli 2026
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN
Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
NENENG CHAMELIA SHANTI

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 640

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

ASRA KSRAN, SH
Pembina / IV a
NIP. 19800509 200604 1 011




